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ABSTRAK 

 

Ganissgita Wandasutra Bintakarisma : Pelaksanaan Autopsi Korban Kematian 

Tidak Wajar Tanpa Identitas Keluarga Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Pidana 

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat) 

Autopsi merupakan prosedur forensik yang krusial dalam mengungkap 

penyebab kematian dalam kasus kematian yang mencurigakan. Namun, 

Permasalahan menjadi kompleks ketika korban tidak memiliki identitas keluarga 

atau pihak yang dapat memberikan izin autopsi. Pada pelaksanaannya autopsi tetap 

harus mematuhi prinsip-prinsip hukum pidana untuk menjamin keadilan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan autopsi terhadap 

korban kematian tidak wajar yang tidak memiliki identitas keluarga dari perspektif 

prinsip-prinsip hukum pidana, mengetahui kedudukan dan dampak hukum 

pelaksanaan autopsi korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga dengan 

studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Barat.  

Penelitian ini mengkaji kedudukan, dampak hukum dan status hukum dari 

pelaksanaan autopsi korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga dan juga 

mengkaji berbagai prinsip hukum pidana yang relevan yaitu, prinsip interest of 

public, prinsip interest of justice, prinsip tujuan, prinsip keseimbangan. prinsip 

informed consent, dan prinsip keabsahan  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

analitis dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus di wilayah hukum 

Polda Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, 

serta wawancara dengan pihak berwenang terkait. Penelitian ini menggunakan teori 

kemuliaan manusia, teori penegakan hukum dan teori pembuktian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan autopsi korban kematian 

tidak wajar tanpa identitas keluarga di Polda Jawa Barat  berkedudukan sebagai alat 

bantuan teknis dalam proses penyelidikan, dan alat bukti di sistem peradilan, pada 

umumnya Penyidik di wilayah Hukum Polda Jabar telah mematuhi prinsip-prinsip 

hukum pidana, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan di 

lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan autopsi dalam 

kasus kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga di Polda Jawa Barat harus 

dilakukan dengan ketat mematuhi prinsip-prinsip hukum pidana. Hal ini penting 

untuk memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan secara adil, akurat, dan 

menghormati hak-hak asasi manusia, serta berkontribusi pada penegakan hukum 

yang efektif dan terpercaya. 
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